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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf dalam translit era sini sebagian dilambangkan dengan 
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya 





Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (a  ̇ Es (dengan titik di ataṡ  ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 (al  ̇ Zet (dengan titik di ataṡ  ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan ya ش
 (ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ De (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 ain .‘. Koma terbalik di atas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ..’.. Apostrof ء
 ya Y Ye ي
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 Dommah U U وْ 
 
b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 
.....  Fatḥah dan ya Ai a dan i ي 
 Fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 
 
 
c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







 Fatḥah dan alif atau ya  ̅ a dan garis atas ...َ....ْا...َ..ى
   Kasrah dan ya ...ٍ..ى
i dan garis di 
bawah 
و....ُ  Dommah dan wau  ̅ u dan garis di atas 
 
3. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 
kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan  
huruf  yang diberi tanda syaddah itu. 
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu: 
 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata . ال
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh 
huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh 
huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan 
dan sesuai dengan bunyinya. 
c. Hamzah 
Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
d. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka dalam translit era sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 
dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 
e. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab 
huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. 
Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf 
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
6. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman 
tajwid. 
Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin, 
Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur 
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Penulisan skripsi ini melatar belakangi perkembangan zaman saat ini, 
banyak dijumpai ijarah yang dilakukan masyarakat mulai dari ijarah secara tertulis 
maupun lisan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 
Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di 
Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas 
Utara. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan 
pengetahuan  kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kelurahan Pasar 
Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Bolak tentang 
pemanfaatan sewa lahan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan 
dengan menggunakan instrument penelitian lapangan (field research. Pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan dan 
Analisis Data dalam penelitian ini menelah seluruh data, menyusun dan 
mengelompokkan sesuai dengan pembahasan, pengelolahan analisis data. Teknik Uji 
Keabsahan Data yaitu Perpanjangan Keikutsertaan, Ketekunan Pengamatan, dan 
Triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan (Studi Di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)”. Wanprestasi yang 
dilakukan oleh pemilik dan penyewa tercantum pada pasal 36 ayat 4 yang berbunyi: 
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Penyewa menolak 
memberikan tambahan bayaran dari bangunan tersebut karena Penyewa menganggap 
hal itu tidak ada dalam perjanjian dan Pemilik telah melakukan perbuatan ingkar janji 
atau wanprestasi. Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi: tidak melakukan apa yang dijanjikan 
untuk melakukannya. Pemilik memberi izin kepada penyewa untuk mendirikan 
bangunan non permanen disamping rumah (pondok) sebagai tempat duduk dengan 
adanya bayaran tambahan dari bangunan tersebut. Hal ini menurut pemilik, penyewa 
telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut yaitu menolak memberikan 
bayaran tambahan. Apabila terjadi wanprestasi baik yang dilakukan oleh pemilik atau 
penyewa lahan maka harus dinyatakaan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi dengan 
manusia yang lain, dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia untuk memenuhi ada 
tiga yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan 
akan tempat tinggal dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal manusia yang 
merupakan kebutuhan yang primer bagi manusia. Namun naluri mempertahankan 
diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia dituntut untuk bekerja tapi 
secara sadar maupun tidak sering terlibat dalam suatu perjanjian. 
Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan akad. Akad adalah 
pertemuan ijab dan kabul sebagai penyataan kehendak dua pihak maupun lebih 
untuk melakukan suatu hukum pada objek. Tujuan akad adalah melahirkan suatu 
akibat hukum.
1
 Syari„at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam 
melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling 
menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. 
Penyewaan (Ijarah) adalah Pemilikan manfaat dengan suatu ganti imbalan 
dengan suatu ganti imbalan (upah, biaya sewa). Pihak yang menyewa boleh 
memanfaatkan dan menggunakan sendiri barang yang disewanya itu atau 
dimanfaatkan oleh orang lain secara cuma-cuma maupun dengan biaya.  
                                                          
1
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 







Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu 
melalui pembayaran sewa.
2
 Ijarah adalah sewa yang dipahami sebagai bentuk jual 
beli hak menikmati hasil (manfa’ah), perpindahan kepemilikan jasa dengan 
imbalan yang sudah disepakati, menurut para fuqaha, ijarah ini mempunyai tiga 
unsur yaitu bentuk yang mencakup penawaran dan persetujuan dua pihak pemilik 
asset yang disewakan objek dan akad  ijarah mencakup jumlah dan jasa yang 
dipindahkan kepada penyewa. Jika diakhiri dengan pemindahan hak milik maka 
disebut dengan ijarah wa iqtina atau ijarah muntahiya bit tamlik.
3
 Allah SWT 
berfirman dalam al.Qur‟an Surat Al-Maidah ayat 1.  
                           
                         
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 





Sewa menyewa merupakan bentuk dari salah satu perjanjian yang terdiri 
dari dua pihak yaitu pihak Penyewa dan pihak yang menyewakan. Perjanjian pada 
pokoknya mengatur hubungan dimana kedua belah pihak saling mempunyai 
                                                          
2
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, 2013), hlm. 247. 
3
 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Cet 1, (Yogyakarta: Total Media, 2009),  
hlm. 112. 
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prestasi secara timbal balik, sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari 
masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.  
Pengertian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 KUHPerdata yang 
rumusannya sebagai berikut: Sewa menyewa adalah sesuatu persetujuan dengan 
mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu 
barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu 
harga yang disanggupi oleh pihak tersebut itu. Orang yang dapat menyewakan 
pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.
5
 
Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun ijarah tercantum 
pada pasal,  Pasal 295 yaitu: a) Musta’jir/pihak yang menyewa; b) Mu’ajir/pihak 
yang menyewakan; c) Ma’jur/benda yang di ijarahkan; dan d) Akad. 
Perjanjian sewa menyewa rumah juga akan menimbulkan suatu hak dan 
kewajiban diantara masing-masing pihak. Pihak Penyewa mempunyai hak untuk 
menempati rumah yang disewa dalam suatu waktu tertentu yang telah ditentukan 
dan berkewajiban membayar sejumlah harga tertentu yang telah diperjanjikan. 
Pihak Pemilik rumah berhak atas pembayaran sejumlah uang tertentu dan 
berkewajiban menyerahkan rumahnya kepada Penyewa untuk masa waktu 
tertentu. Perjanjian sewa menyewa rumah dianggap sah dan mengikat pada saat 
tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. 
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Akad yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik atau kedua belah pihak 
dalam hukum Islam sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi keduanya. Namun 
dalam permasalahan yang akan peneliti teliti tersebut. Bahwa salah satu dari 
pelaku akad telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa 
tersebut. Sengketa sewa-menyewa dapat timbul karena dua hal yaitu: Wanprestasi 
dan Perbuatan Melawan Hukum. 
Menurut KUHPerdata tercantum pada pasal 1365 yaitu: tiap perbuatan 
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang 
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.  
Untuk dapat dinyatakan bahwa Pemilik telah melakukan perbuatan melawan 
hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai 
berikut: pertama, Adanya suatu perbuatan, kedua, Perbuatan melawan hukum, 




Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang wanprestasi, yaitu 
Pasal 36 Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena 
kesalahannya: a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) 
Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) 
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Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau d) Melakukan sesuatu 
yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
7
 
Pemanfaatan sewa lahan yang terjadi di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
mengakibatkan adanya perjanjian antara penyewa dan pemilik tentang adanya 
tambahan bayaran dari lahan pekarangan rumah yang disewa. Pemilik meminta 
adanya tambahan bayaran selain dari uang sewa yang telah disepakati oleh 
pemiulik dan penyewa sehingga menyebabkan adanya wanprestasi. 
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Ijarah manfaat di Kelurahan Pasar Gunung Tua tidak sesuai dengan 
perjanjian yang mereka (Pemilik dan Penyewa) lakukan. Hal tersebut telah 
menyalahi janji (akad yang telah disepakati bersama), Penyewa merasa sangat 
dirugikan oleh Pemilik, karena dalam perjanjian yang mereka lakukan secara lisan 
Penyewa bebas melakukan haknya menggunakan pekarangan yang telah 
disewanya, ternyata Pemilik menyalahi janji tersebut. Pemilik meminta tambahan 
bayaran sewa dari lahan yang digunakan untuk didirikan bangunan kecil (pondok) 
Sedangkan Penyewa telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Penyewa 
rumah yaitu membayar uang sewa kepada pemilik. Penyewa membuat bangunan 
kecil (pondok) tersebut supaya tempatnya lebih luas lagi dikarenakan pekarangan 
tersebut juga masih kosong. disini penyewa sambil berjualan lontong, misop, 
gorengan dirumah yang ia sewa. 
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Wawancara pada penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, pada 
beberapa penyewa tentang pemanfaatan sewa lahan, lahan yang menjadi objek 
permasalahan ini adanya bayaran tambahan sewa, yang tidak disebutkan pada 
perjanjian awal yang telah dilakukan, sebagian informan yang peneliti wawancarai 
menyatakan mereka membayar uang sewa tambahan tersebut dari lahan kosong 
yang digunakan untuk didirikan pondok-pondok sebagai tempat duduk pelanggan. 
Karena bagi mereka itu lebih baik dari pada penyewa membuat masalah pada 
usaha mereka. Beberapa dari informan yang peneliti wawancarai ada yang 
menyatakan, menolak membayar uang tambahan dari sewa yang telah dibayar 
diawal yaitu rumah dan pekarangannya menjadi penguasaan pemilik selama ia 
menyewa. Sedangkan bayaran tambahan sewa tersebut tidak ada pada perjanjian 
yang mereka lakukan. 
Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pasar Gunung tua tentang 
pemanfaatan sewa lahan menyebabkan salah satunya melakukan wanprestasi 
dimana pemilik meminta tambahan bayaran sewa atas lahan kosong dari rumah 
yang disewa oleh penyewa. Sedangkan manfaat itu adalah hak dari penyewa 
selama ia menyewa dan pemilik tidak berhak meminta tambahan bayaran lagi dari 
lahan kosong tersebut. Karena hak pemilik adalah bayaran sewa awal yang telah 










Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan tersebut. Peneliti mencoba 
mengangkat judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang 
Pemanfaatan Sewa Lahan (Studi di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara) 
B. Batasan Masalah 
Penulis melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini dengan tujuan 
penelitian ini tidak meluas keluar dari topik penelitian dan fokus membahas topik 
Penulis. Penelitian ini juga dibatasi karena keterbatasan waktu, dan dan ilmu yang 
dimiliki Penulis. Penelitian ini hanya akan membahas tentang, Tinjauan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan 
(Studi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak 
Kabupaten Padang Lawas Utara). 
C. Batasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahpahaman danuntuk mempermudah pemahaman 
terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai 
berikut: 
1. Kompilasi adalah suatu proses penggabungan serta menerjemahkan sesuatu 
menjadi bentuk lain. Kompilasi merupakan tekhnik dalam melakukan 
pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian 







2. Hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem 
ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat merupakan pelaksanaan fiqh 
dibidang ekonomi oleh masyarakat untuk mengatur guna menciptakan tertib 
hukum dan menyelesaikan sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. 
3. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. 
4. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai penyataan kehendak dua pihak 
maupun lebih untuk melakukan suatu hukum pada objek.
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5. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk 
mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur‟An, Sunnah Nabi 
S.A.W. dan pendapat para Sahabat dan Tabi‟in maupun pendapat yang 
berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam. 
10
 
6. Rumah adalah tempat tinggal utama yang merupakan kebutuhan yang harus 
terpenuhi. Tanpa adanya rumah maka manusia tidak akan dapat hidup dengan 
layak. 
D. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di 
Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas 
Utara ? 
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E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitan yang 
ingin dicapai oleh Penulis adalah: Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syarah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di Kelurahan  Pasar Gunung 
Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. 
F. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis; 
a. Untuk memperkaya dunia keilmuan Fiqh Muamalah terutama kaitannya 
terhadap pemanfaatan sewa lahan yang telah disewakan kepada orang lain. 
Memperjelas Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan Pemanfaatan 
Sewa Lahan Di Kelurahan  Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak. 
b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian 
berikutnya. Terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sewa lahan. 
2. Secara akademis; 
a. Untuk dijadikan bacaan oleh masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga 
masyarakat tersebut mengetahui aturan-aturanTinjauan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di Kelurahan  Pasar 







b. Untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) 
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Padangsidimpuan. 
3. Secara Praktis adalah Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami 
hukum mengenai “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang 
Pemanfaatan sewa lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang 
Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”. 
G. Sistematika Pembahasan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca 
dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka Penulis menyusun 
sistematika pembahasan sebagai berikut:
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BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
Penelitian, atau yang biasa disebut komponen masalah yang memberikan kajian-
kajian yang akan mengantar kedalam permasalahan. 
BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu dan 
landasan teori yang menjadi acuan dalam penelitian yang meliputi dari pengertian 
ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, syarat-syarat ijarah, sifat akad ijarah, 
sewa menyewa rumah, perselisihan pelaku akad ijarah,dan berakhirnya akad 
ijarah. 
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BAB III adalah Metode Penelitian yaitu yang terdiri dari lokasi dan waktu 
penelitian, jenis penelitian, sumber data (sumber data primer dan sumber data 
sekunder), tekhnik pengumpulan data, tekhnik pengolahan dan analisis data. 
BAB IV adalah Hasil Penelitian yaitu terdiri dari: Tinjauan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di Kelurahan Pasar 
Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.  









A. Kajian Terdahulu 
Kajian pustaka dilakukan untuk menggali penelitian terdahulu dan 
menghindari duplikasi atau pengulangan hasil penelitian, beberapa penelitian yang 
mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:  
1. Sulthon Ma’arif Harahap (2017), yang berjudul Sewa Menyewa Rumah Tampa 
Izin Pemilik Menurut Fiqh Syafi’I (Studi Di Kampung Banjir Kecamatan 
Padang Bolak).
1
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melakukan akad 
sewa bukanlah pemilik sebenarnya dan tampa izin pemilik hal tersebut telah 
melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesewenangannya sendiri 
sedangkan menurut ulama Syafi’i boleh menyewakan rumah orang lain dengan 
adanya izin pemilik sebenarnya atau ia mempercayakannya kepada seseorang. 
2. Astika Nur Dianingsih (2016), yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 
Sewa-Menyewa (Ijarah) Kamar Indekos(Studi Kasus Di Kawasan Kampus IAIN 
Purwokerto).
2
 Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah dalam 
akad yang tidak menjelaskan pelarangan pemanfaatan barang sewa oleh pihak 
ketiga maka pihak ketiga halal untuk ikut serta memakai fasilitas kamar milik 
penyewa (musta’jir) dan bagi pemilik kamar indekos (mu’jir) tidak diperkenankan 
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memasang tarif (charge) apabila pemanfaatan tersebut masih dalam batas 
kewajaran. Lain halnya dengan akad yang menjelaskannya, maka pihak pemilik 
kamar indekos (mu’jir) diperbolehkan untuk menerapkan sistem charge kepada 
pihak ketiga. Kedua akad yang digunakan dalam perjanjian sewa-menyewa 
(Ijarah) adalah sah baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Indonesia. 
3. M. Abdul Hamid (2007), yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa tanah Untuk Bangunan di Stasiun Alastuwo. 
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam sudah 
terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang akad sewa-menyewa tanah, 
dan dalam praktek sewa-menyewa tanah untuk bangunan di Stasiun Alastuwo 
menurut segi perjanjian hal tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. 
Adapun dasar istinbath hukum Islam tentang pelaksanaan akad sewa-menyewa 
tanah untuk bangunan di stasiun alastuwo menunjukkan bahwa adanya hukum 
kebolehan dalam pelaksanaan akad tersebut, karena akad yang berlangsung 
dapat diqiaskan dengan konsep ijarah yang terdapat hukum Islam.
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4. Ali Nur Huda (2015), yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap 
Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu Dalam Perjanjian Sewa Menyewa 
Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus).
4
 Hasil 
dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam sudah terdapat 
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beberapa aturan yang mengatur tentang akad sewa-menyewa tanah, dan dalam 
penelitian tersebut menunjukkan Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan 
pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus dilakukan dengan pemilik lahan 
pertanian menawarkan lahannya kepada penyewa atau sebaliknya penyewa 
mendatangi pemilik lahan pertanian untuk menyewa lahan pertanian dan kedua 
selanjutnya melakukan transaksi waktu sewa lahan pertanian baik secara 
tahunan maupun musiman atau pecoan kemudian terjadi kesepakatan harga. 
5. Sri Widiarti, (2005) yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan 
Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten 
Pekalongan.
5
 Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur perjanjian sewa 
menyewa rumah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalongan adalah dengan diadakannya perundingan terlebih dahulu 
antara pihak penyewa dengan pihak pemilik rumah untuk membuat suatu 
kesepakatan, yaitu tentang kesepakatan apakah si penyewa itu jadi menyewa rumah 
atau tidak. Hak dari pihak yang menyewakan rumah adalah menerima pembayaran 
uang sewa rumah tepat pada waktunya sesuai dengan yang dijanjikannya pada 
pemilik rumah. Menerima kembali rumah yang disewakan itu dalam keadaan 
rumah pada waktu seperti rumah itu diserahkan pemilik rumah kepada penyewa 
rumah. Sedangkan kewajiban dari pihak yang menyewakan rumah adalah bahwa ia 
berkewajiban untuk menyerahkan rumah yang disewakan tersebut pada penyewa 
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rumah. Serta pemilik rumah juga berkewajiban untuk melakukan perbaikan-
perbaikan pada rumah yang disewakan itu. Bahwa pelaksanaan sewa menyewa 
rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada umumnya yaitu dalam 
bentuk akta dibawah tangan dan dilakukan dengan lisan dan tidak dibuat dalam 
akta notaris. Masyarakat di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan memilih cara 
seperti tersebut di atas karena lebih mudah alam pembuatannya dan tidak 
memerlukan waktu yang lama serta biaya menjadi murah. Untuk lebih menjamin 
kepastian hukum perjanjian sewa menyewa rumah harus dibuat secara tertulis dan 
kalau perlu selain ditandatangani oleh dua orang saksi dan sebaiknya disahkan atau 
setidaknya diketahui oleh Kelurahan setempat. 
Beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang 
sedang peneliti lakukan yaitu sewa-menyewa dari sudut hukum dan maslahatnya, 
akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti  lebih mengarah kepada analisis 
Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad ijarah yang 
dilakukan oleh penyewa dan pemilik terhadap pekarangan yang dibangun 
diatasnya yaitu, bangunan kecil (pondok) dengan tambahan bayaran yang 
dibedakan dari uang sewa awal, penelian ini membahas tentang, Tinjauan 
Kompilasi Hukum Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan (Studi di 










B. Landasan Teori 
1. Pengertian Ijarah 
Menurut Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah Ijarah adalah perjanjian 
sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. 
Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara’ 
mempunyai makna yang sama dengan bahasa. Menurut Hukum Islam sewa 
menyewa dinamakan al-Ijarah yang berasal dari bahasa arab al-Ajru yang 
berarti al-Iwadhu (ganti). Menurut pengertian syara’ al-Ijarah ialah “suatu jenis 
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.
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Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah akad manfaat disertai imbalan. 
Sebagaimana tidak sah ta’liq dalam ijarah tidak sah. Akan tetapi menurut 




Ulama Syafiiyah melarang menggantungkan ijarah atas barang kemasa 
yang akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli kecuali 
menggantungkan ijarah atas tanggungan. Misalnya, “saya mewajibkan dirimu 
membawa barangku ke Negeri ini atau sampai bulan sekian”. 
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Adapun secara istilah, ijarah dipahami sebagai akad untuk mendapatkan 
manfaat dengan pembayaran. Berikut ini, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 
beberapa pengertian tentang sewa menyewa menurut istilah, dari beberapa 




Sewa-menyewa (ijarah) adalah akad atas manfaat disertai imbalan. 
Sebagaimana tidak sah ta’liq (menggantungkan) dalam jual beli maka ta’liq 
dalam ijarah juga tidak sah. Akan tetapi menurut mayoritas fuqaha, 
menyandarkan ijarah ke masa yang akan datang hukumnya sah. Berbeda 
dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam masa sebelumnya. 
b. Syafi’iyah. 
Sewa-menyewa (ijarah) sebagai akad suatu manfaat yang 
mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan 
dengan pengganti tertentu. 
c. Malikiyah dan Hanabilah. 
Sewa-menyewa (ijarah), sebagai memberikan hak kepemilikan 
manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. 
Karena akad ijarah adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh 
tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah, karena buah 
adalah barang, sedangkan ijarah adalah menjual manfaat bukan menjual 
barang. 
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Berdasarkan pendapat tentang sewa-menyewa tersebut dapat Peneliti  
rumuskan bahwa ijarah adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu 
benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang diterima dari orang 
lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah 
ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian untuk 
menjadikan suatu persewaan, sebelumnya harus ada akad yang mengikat kedua 
belah pihak untuk melakukan sewa-menyewa tersebut, karena akad tersebut 
merupakan dasar berlangsungnya sewa-menyewa atau dapat dikatakan sebagai 
ukuran ada atau tidak adanya sewa-menyewa. 
2. Dasar Hukum Sewa-menyewa 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa 
barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Bahwa sewa 
menyewa adalah suatu hubungan yang terjadi dikarenakan adanya perjanjian 
yaitu masa waktu dan harga yang disepakati. 
Ijarah merupakan jalan untuk memenuhi hajat manusia.Oleh sebab itu, 
para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. 
Sewa-menyewa itu dibolehkan seluruh fuqaha Amshar, dan fuqaha periode 
pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa merupakan suatu 
kebutuhan yang sangat diperlukan, dan hal ini sangat dianjurkan, karena pada 
dasarnya sewa-menyewa tersebut terbukti mampu memberikan kemaslahatan 
bagi orang banyak, terutama bagi mereka yang membutuhkan, sedangkan 







pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Akan tetapi perlu diketahui 
bahwa sewa-menyewa yang dimaksud disini adalah sewa menyewa yang sesuai 
dengan ketentuan syari’at Islam, yakni ketentuan Syari’at Islam yang 
berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, Ijma’.
9
 
Untuk lebih jelasnya Penelitiakan menguraikan dasar hukum sewa-
menyewa tersebut, adapun dasar hukum sewa-menyewa tersebut antara lain 
sebagai berikut: 
a. Al-Qur’an. 
1. Allah SWT berfirman dalam al. Qur’an Surat. Al Baqarah ayat 233. 
                         
                       
Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 10 
 
2. Allah SWT berfirman dalam Al. Qur’an Surat Al-Qashash ayat 26-27). 
                        
                             
                     
              
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Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): 
"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah 
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun 
Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak 
memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku 




3. Allah SWT berfirman dalam al.Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29. 
                          
                        
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 





4. Allah SWT berfirman dalam al.Qur’an Surat Az-Zukhruf ayat 32: 
                       
                      
            
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan.
13
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b. Sunnah  
Selain dasar hukum dari Al Qur’an, dalam hadis Rasulullah juga 
menerangkan dasar hukum sewa-menyewa antara lain: 
 عن  ابن عمر رضي اهلل عنهما قال لما فدع أىل خيبر عبد اهلل بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول اهلل
كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم اهلل وإن عبد اهلل بن عمر   َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى
ىناك عدو غيرىم ىم عدونا  لََنا خرج إلي مالو ىناك فعدي عليو من الليل ففدعت يداه ورجاله وليس
نين وتهمتنا وقد رأيت إجالءىم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤم
وعاملنا على األموال وشرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى أتخرجنا وقد أقرنا محمد
كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى نسيت قول رسول اهلل
كذبت يا عدو اهلل فأجالىم عمر وأعطاىم قيمة ما كان لهم   ليلة فقال كانت ىذه ىزيلة من أبي القاسم قال
  14من الثمر ماال وإبال وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك
Artinya: Dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Ketika penduduk Khaibar 
membuat tangan 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma terkilir, 'Umar 
berdiri menyampaikan khotbah lalu berkata: "Sesungguhnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dahulu membuat kesepakatan kerja dengan 
orang Yahudi Khaibar untuk mengerjakan harta mereka (lahan) dimana 
Beliau berkata: "Kami tetapkan sebagaimana Allah menetapkannya atas 
kalian". Dan bahwa pada suatu hari 'Abdullah bin 'Umar keluar untuk 
bekerja pada lahan miliknya disana lalu dia di malam hari diperlakukan 
secara kasar hingga tangan dan kakinya terkilir (bergeser dari sendinya) 
padahal disana kami tidak memiliki musuh selain mereka (penduduk 
Khaibar). Merekalah musuh kami dan pihak yang kami curigai dan aku 
sudah bertekad untuk mengusir mereka". Ketika 'Umar sudah 
membulatkan tekadnya ada seorang dari suku Banu Abi Al Huqoiq yang 
datang kepadanya lalu berkata: 'Wahai amirul mu'minin, apakah anda 
akan mengusir kami padahal Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam 
telah membuat perjanjian kerja dengan kami atas harta-harta (kebun) dan 
juga membuat persyaratan (pembagian hasil) tentangnya". Maka 'Umar 
berkata: "Apakah kamu menduga bahwa aku telah lupa dengan sabda 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam itu? Yaitu; "Bagaimana kamu 
seandainya diusir dari Khaibar lalu unta betinamu membawamu lari 
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malam demi malam?" Orang itu berkata: "Ini hanyalah gurauan dari Abu 
Al Qosim". 'Umar berkata: "Kamu berdusta wahai musuh Allah". Maka 
'Umar mengusir mereka dan memberi ganti harga buah-buahan yang 
menjadi hak mereka dengan uang, unta, barang-barang, pelana, tali 
kekang dan lainnya. Dan diriwayakan oleh Hammad bin Salamah dari 
'Ubaidullah; Aku menduga dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 




Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mayoritas fuqaha pada 
prinsipnya telah sepakat tentang kebolehan sewa menyewa. 
c. Ijma’ 
Mengenai disyari’atkan ijarah, semua ulama bersepakat, tidak 
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini sekalipun ada 
beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu 
tidak dianggap.
16
 Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan 
akad ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah dan lainnya. Hal itu 
didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah 
sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Selama akad jual 
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3. Rukun Ijarah 
Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun ijarah terdapat 
empat rukun yang tercantum pada pasal berikut ini: Pasal 295 yaitu: 1) 
Musta’jir/pihak yang menyewa; 2) Mu’ajir/pihak yang menyewakan; 3) 
Ma’jur/benda yang di ijarahkan; dan 4) Akad.
 18
 
a. Mu’ajir dan musta’jir : orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau 
upah mengupah. 
b. Mu’ajir : orang yang memberikan upah dan yang meyewakan. 
c. Musta’jir : orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disyaratkan 
pada mu’ajir dan musta’jir haruslah baligh, cakap melakukan tasarruf 
(mengendalikan harta) dan saling meridhoi.
19
 
Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui barang 
yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah perselisihan. 
Adapun shigat ijab kabul antara mu’ajir dan musta’jir. Misalnya aku sewaan 
rumah ini kepadamu setiap bulannya Rp. 250.000. maka musta’jir menjawab 
aku terima sewanya. 
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Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan 
lafal ijarah, isti’jar, ikraa’, sedangkan ijarah menurut mayoritas ulama ada 
empat yaitu: 
1. Dua Pelaku Akad (Pemilik sewa dan Penyewa), 
2. Shigah (ijab dan qabul), 
3. Upah dan,  
4. Manfaat Barang. 20 
Ulama Syafi’iyah melarang menggantungkan ijarah atas barang kemasa 
yang akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli kecuali 
menggantungkan ijarah atas tanggungan. Misalnya, “saya mewajibkan dirimu 
membawa barangku ke Negeri ini atau sampai bulan sekian”. Hal itu karena 
barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad 
salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu.
21
 
Pendapat ulama Syafi’iyah yang paling benar (al-ashah) dalam masalah 
Ijarah atas barang juga membolehkan seseorang pemilik untuk memperbarui 
masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhinya akad.Dikarenakan dua 
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4. Syarat-syarat Ijarah 
Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat pelaksanaan 
dan penyelesaian ijarah terdapat pada pasal berikut: Pasal 301 yaitu Untuk 
menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad 
harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
 22
 
Berdasarkan pasal diatas para pihak harus mampu melakukan perbuatan 
cakap hukum dimana para pihak sangat bergantung dengan adanya syarat 
tersebut. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum maka hal 
tersebut terjadi, karena tidak taerjadinya hubungan yang baik dan iktikad yang 
baik diantara salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa 
tersebut. Hal ini diatur pada pasal 302 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
yaitu Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. 
Menurut pasal diatas perjanjian dapat dilakukan secara langsung 
bertatap muka dan melakukan transaksi. Akad dapat dilaksanakan dengan jarak 
jauh atau menggunakan alat komunikasi atau melalui perantaraan orang yang 
dipercayakan untuk melakukan transaksi tersebut. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kepemilikan harta yang 
disewakan tersebut tercantum pada pasal 303 berikut ini: Mu’ajir haruslah 
Pemilik, Wakilnya atau Pengampunya. 
Berdasarkan pasal diatas kepemilikan harta ijarah tersebut haruslah 
kepemilikan asli oleh yang mempunyai harta tersebut. Melainkan ada orang lain 
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yang ia percayakan untuk melakukan transaksi terhadap barang yang akan 
disewakannya atau pengampunya jika ia tidak cakap hukum lagi atau masih di 
bawah umur untuk melakukan perbuatan cakap hukum.  
Pada pasal 304, 305, dan 306, disebutkan Pasal 304 bahwa 1) 
penggunaan ma’jur harus dicantumkan dalam akad ijarah. 2) Apabila 
penggunaan ma’jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma’jur di 
gunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Pasal 305 bahwa apabila 
salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal. Pasal 306 
bahwa 1) Uang ijarah tidak harus dibayar, apabila akad ijarahnya batal. 2) 
Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan 
oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. 
Berdasarkan pasal diatas uang ijarah tidak harus dibayar jika akad 
ijarahnya batal, dan harga ijarah tersebut wajar tidak melebihi dan 
memaksakan kehendak kepada penyewa sehingga terjadi dzalim. 
Akad ijarah terbagi menjadi empat macam syarat sebagaimana dalam 
akad jual beli yaitu; syarat wujud (syarth al-in iqaad), syarat berlaku (syarth 




a. Syarat wujud (syarth al-in iqaad) 
Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan pelaku 
akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan 
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dengan tempat akad. Pertama, syarat yang berkaitan dengan pelaku akad 
yaitu, berakal, (pelaku akad orang yang berakal), sebagaimana yang 
dilakukan dalam jual beli, akad ijarah yang dilakukan oleh orang gila, atau 
anak kecil yang tidak mumayyiz adalah tidak sah. 
Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia baligh tidak termasuk 
syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil mumayyiz yang 
menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka 
akad itu dianggap sah, apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, 
maka tergantung pada izin walinya. 
Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat 
aktif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal adalah syarat 
wujud akad ijarah karena ia merupakan akad yang memberikan hak 
kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.
24
 
b. Syarat Berlaku  
Syarat berlaku akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan dan 
kekuasaan. Akad ijarah yang dilakukan oleh seorang  fudhuli (orang lain 
yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak karena 













c. Syarat Sahnya Ijarah 




1) Kerelaan Dua Pihak yang Melakukan Akad. 
Jika salah satu diantara mereka dipaksa melakukan ijarah, maka 
tidak sah, berdasarkan firman Allah al. Qur’an  surat An-Nisa ayat 29 
berbunyi; 
                       
                        
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. 
 




Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan terjadinya 
perselisihan. Maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi 
penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad 
tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan 
tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan dalam penyewaan para 
pekerja. 
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a. Penjelasan Tempat Manfaat 
Penjelasan tempat manfaat adalah dengan mengetahui barang 
yang disewakan. Jika ada yang berkata “saya sewakan salah satu rumah 
ini atau kendaraan ini atau salah satu pekerja ini”, maka hukum akad ini 
tidak sah, karena adanya ketidakjelasan barang yang disewakan. 
b. Penjelasan Masa Waktu 
Penjelasan masa waktu adalah hal yang sangat penting dalam 
penyewaan apartemen, rumah, toko dan penyewaan seorang perempuan 
untuk menyusui. 
Ijarah hukumnya sah baik dalam waktu yang panjang maupun 
yang pendek.Ini adalah pendapat mayoritas Ulama, termasuk Ulama 
Syafi’iyah dalam pendapat yang shahih. Mereka mengatakan bahwa akad 
ijarah adalah sah dalam waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut 
masih eksis menurut pandangan para ahli. Masa penyewaan tidak ada 
batas terlamanya karena tidak ada ketentuannya dalam syar’i. 
c. Ijarah Musyaharah (penyewaan perbulan) 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Harga dan Jangka 
Waktu ijarah tercantum pada pasal  315 yaitu: 1) Nilai atau harga ijarah 
antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. 2) Satuan waktu yang 
digunakan dalam ayat 1 adalah menit, jam, hari, bulan atau tahun. Pasal 
316 yaitu: 1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar 







pihak. Pasal 317 yaitu: Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan 
oleh musta’jir harus berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. 
Syafi’iyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dalam 
pendapat shahihnya, mereka mengatakan bahwa jika ada seorang yang 
menyewakan rumah setiap bulan satu dinar atau satiap hari, atau setiap 
jum’at atau setiap tahun, maka akad ijarahnya batal. Karena setiap bulan ia 
membutuhkan akad baru karena ia telah menyendirikan upah untuk setiap 
bulannya. Akad per bulan tersebut tidak ada sehingga akad pertama tersebut 
menjadi batal. Ditambah lagi masa waktu ijarah tersebut tidak jelas sehingga 




Adapun menurut mayoritas ulama, akad ijarah itu dianggap sah 
pada bulan pertama dan statusnya mengikat, sedangkan bulan-bulan 
setelahnya tidak mengikat kecuali setelah masuk pada bulan-bulan itu. 
Karena dengan masuknya ke bulan-bulan tersebut dan telah adanya akad 
yang berisikan upah dan kerelaan penggunaan barang sewa, maka hal itu 
dianggap memulai akad lagi. 
 
 













Menurut kesepakatan fuqaha, akad ijarah tidak diperbolehkan 
terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata, seperti 
menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara maupun secara 
syara seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, 
seorang dokter gigi untuk mencabut gigi sehat, dan penyihir untuk 
mengajarkan sihir.  
4) Hendaknya Manfaat yang dijadikan Objek ijarah dibolehkan Secara 
Syara’ 
Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan 
secara syara, contohnya menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan 








6) Bahwa manfaat adalah hal yang yang mubah bukan yang diharamkan. 
Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat 
wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk 
membunuhseseorangsecara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada 













yang menjual khamar atau untuk digunakan tempat main judi atau 
dijadikan gereja, maka terjadi ijarah fasid.
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d. Syarat Kelaziman (syarth luzuum). 
Disyaratkan dua hal dalam akad ijarah agar akad ini menjadi lazim 
(mengikat) diantaranya sebagai berikut: 
1) Terbebasnya Barang yang disewakan dari Cacat yang Merusak 
Pemanfaatannya. 
Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak 
pemanfaatannya, penyewa memiliki hak khiyar (hak pilih) antara 
meneruskan ijarah dan membayar seluruh uang sewa atau memfasakhnya 
atau membatalkannya. Seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit 
atau pincang atau hancurnya sebagian bangunan rumah. Hal ini karena 
ma’quud alaih (objek akad), yaitu manfaatnya terjadi sedikit demi sedikit. 
Oleh karena itu jika terjadi cacat dalam barang yang disewakan. Maka ini 
berarti cacat sebelum adanya penerimaan manfaat.
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5. Sifat Akad Ijarah 
Ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah akad lazim (mengikat) hanya 
saja boleh dibatalkan (fasakh)  dengan sebab adanya uzur seperti yang telah kita 
ketahui hal ini disandarkan pada firman Allah SWT. dalam al.Qur’an surat Al. 
Maidah ayat 1. 











                           
                         
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya. 
 
Secara hukum asal, fasakh bukanlah termasuk dalam memenuhi akad. 
Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim (mengikat) yang 
tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad-
akad lazim, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat. Selain itu, karena akad 
ijarah adalah akad terhadap manfaat maka iamirip dengan nikah. Karena ia 
adalah akad mu’awadhah (tukar-menukar) maka tidak dapat dibatalkan seperti 
jual beli. 
Perbedaan pendapat ini berimplikasi pada pendapat para ulama 
Hanafiyah yang berpendapat bahwa ijarah menjadi batal (fasakh) dengan 
meninggalnya salah satu pelaku akad, yaitu penyewa atau orang yang 
menyewakan. Sedangkan menurut mayoritas (jumhur) ulama kalangan 
Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, ijarah tidak batal dengan meninggalnya 
salah satu pelaku akad karena ijarah adalah akad lazim dan akad mu’awadhah, 
maka tidak batal dengan meninggalnya pelaku akad sama seperti jual beli. 
Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak 







menyewa) dibagi oleh ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu:
33
 Bersifat 
Manfaat; dan Bersifat Pekerjaan.  
Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa 
rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan 
manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka Ulama Fiqih 
sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa. Ijarah yang bersifat 
pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 
pekerjaan, ijarah (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan seperti:buruh 
bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, semua itu merupakan 
ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga 




1. Barang yang boleh disewakan dalam perjanjian sewa menyewa; 
Barang sebagai obyek sewa menyewa harus diketahui oleh Penyewa 
secara nyata tentang jenis bentuk, jumlah, waktu sewa sifat dan cacat-
cacatnya. Hal ini dimaksudkan supaya sebelum Penyewa menikmati barang 
itu tidak dibebani perasaan kurang tentram, karena adanya hal-hal yang tidak 
atau kurang jelas ketika terjadi perikatan. Dan selain itu saat mengembalikan 
barang sewaan tidak terjadi kerugian Penyewa yang seolah-olah ditimbulkan 
olehnya ketika masa sewa berlangsung. 
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Untuk menghindarkan beban mengganti kerugian Penyewa karena 
tidak diketahui lebih dahulu barang sewaanya, maka kejadian itu harus 
dijauhkan. Barang sewaan selain harus diketahui lebih dahulu juga tidak 
dilarang oleh agama. Bahkan ada sebagian Ulama berpendapat bahwa pohon 
yang menghasilkan dapat dijadikan obyek sewa menyewa, karena tidak 
dilarang oleh agama. Tetapi menyewa pohon itu hanya untuk diambil 
buahnya untuk diambil buahnya saja. Hal ini disamakan dengan kendaraan, 
atau angkutan yang pemanfaatan hanya sebatas menaiki sampai jangka 
waktunya habis. Peristiwa hukum sewa-menyewa (pohon dan kendaraan) ini 
sebagai atas firman Allah yang dicantumkan dalam surah (65) Al-Thalaq 
ayat 6. 
                      
                         
                          
Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang 
sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, 
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 
dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 
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2. Manfaat Barang Sewaan  
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Penggunaan ma’jur 
terdapat pada pasal berikut ini: Pasal 309 yaitu: 1) Musta’jir dapat 
menggunakan ma’jur secara secara bebas apabila akad ijarah dilakukan 
secara mutlak. 2) Musta’jir hanya dapat menggunakan ma’jur secara tertentu 
apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. Pasal 310 yaitu Musta’jir 
dilarang menyewakan dan meminjamkan ma’jur kepada pihak lain kecuali 
atas izin dari pihak yang menyewakan. 
Barang yang akan disewakan harus mempunyai kegunaan (manfaat) 
yang dapat dinikmati oleh Penyewa. Karena itu para pihak harus mengetahui 
bahwa barang yang disewakan mempunyai kegunaan sesuai sifatnya. 
Ada tiga syarat kegunaan (manfaat) barang sewaan adalah: 
a. Kegunaan yang berharga. 
Setiap barang sebagai alat mempunyai sifat dalam kegunaan 
masing-masing. Pemakai akan dapat menikmati barang itu sesuai sifat  
kegunaannya dan menikmati barang sesuai sifat berarti merupakan  
kegunaan yang berharga tidak dibenarkan dalam sewa menyewa  kalau 
seorang menyewa suatu barang yang dipakai tidak sesuai sifat  kegunaan 
bendanya. Misal menyewa pakaian untuk diletakkan di  lemari, sedang 
sifat kegunaan pakaian untuk dipakai. Dan tidak  dibenarkan juga kalau 
digunakan untuk kejahatan, Seperti menyewa  sepeda motor untuk 







b. Orang yang menyewakan harus memberitahukan terlebih dahulu  
kegunaan barang yang akan disewa kepada calon Penyewa. 
Pemberitahuan itu dilakukan untuk menghindarkan jangan  sampai 
terjadi kesalahan dalam pemakaiannya. Jika terjadi kesalahan maka 
akanmenimbulkan akibat penyewaan yang sia-sia. 
c. Barang yang disewakan harus diketahui batas-batas kegunaannya. 
Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi salah paham dari Penyewa 
yang akan dapat menimbulkan konflik, Seperti:  
1. Penyewaan jangka waktu, misalnya menyewa sepeda motor dalam waktu 
6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya; 
2. Penyewaan dalam daya kerja, misalnya menyewa mobil yang  akan 
digunakan dari  Bandung sampai Jakarta. Kalau daya kerja kurang jelas 
hendaknya diterangkan dulu melalui sifat kerjanya yang dapat 
menghasilkan.  
Prinsip sewa menyewa adalah transaksi ijarah yang dilandasi 
adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan 
prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila 
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6. Sewa-menyewa Rumah 
Sewa-menyewa rumah adalah untuk dipergunakan sebagai tempat 
tinggal oleh Penyewa atau Penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya 
dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali. Hal ini dibolehkan 
dengan syarat pihak Penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya selain 
pihak Penyewa atau orang yang menempati mempunyai kewajiban untuk 




Ijarah merupakan jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, 
para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. 
Penuntutan hak dalam ijarah, menurut Imam Abu Hanifah penuntutan hak 
dalam hak sewa-menyewa (ijarah), baik dalam uang maupun benda yang 
disewakan, misalnya kalau seseorang menyewakan rumah, kemudian diklaim 
oleh orang lain, bahwa itu haknya. Maka kalau uang sewa belum diterima, serta 
penuntut tadi menyetujui untuk menyewakannya. Maka sewa menyewa itu sah 
dan uang sewa menjadi pemilik sebenarnya. Tetapi bila sewa sudah diterima 
oleh orang yang menyewakan. Padahal bukan miliknya. Maka ijarahnya batal. 
Karena yang disewakan itu adalah pemanfaatan terhadap benda yang bukan 
milik orang yang menyewakan.
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7. Perselisihan Kedua Pelaku Akad Ijarah 
Perselisihan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebabkan 
adanya salah satu pihak yang melakukan akad namun tidak sesuai dengan apa 
yang telah diperjanjikan pada awal transaksi.  
Sengketa sewa-menyewa ini dapat timbul karena adanya wanprestasi 
atau ingkar janji didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada 
pasal: Pasal 36 Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena 
kesalahannya: a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) 
Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 
c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau d) Melakukan 
sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pasal 37 yaitu: Pihak 
dapat melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah 
akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri 
menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan 
lewatnya waktu yang ditentukan.  
Pasal 38 Bahwa Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat 
dijatuhi sanksi: a) Membayar ganti rugi; b) Pembatalan akad; c) Peralihan 
risiko; d) Membayar biaya. Pasal 39 Sanksi pembayaran ganti rugi dapat 
dijatuhkan apabila; a) Pihak yang nelakukan ingkar janji setelah dinyatakan 
ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; b) Sesuatu yang harus diberikan atau 







dilampaukannya; c) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat 
membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah 
paksaan. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perselisihan 
karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dalam akad yang mereka lakukan. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad yang sah adalah akad yang 
disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur ancaman, kesalahan, 
paksaan dan penipuan. Karena paksaan suatu tindakan yang merugikan salah 
satu pihak terutama pihak penyewa yang diancam oleh pemilik dikarenakan 
harta dan kepemilikannya. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya akad 
melainkan jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang mereka 
perjanjikan. Penipuan sudah pasti awal dari perselisihan disebabkan adanya 
unsure menipu dan berbuat tidak baik terhadap penyewa. 
Jika kedua pelaku akad ijarah berselisih dalam besarnya imbalan atau 
besarnya barang yang dipakai (dimanfaatkan) sedangkan akad ijarah itu adalah 
sah, maka perselisihannya bisa terjadi sebelum adanya pengambilan manfaat 
atau sesudahnya.
39
 Karena Nabi SAW. Bersabda: “Jika Dua Orang yang 
melakukan akad jual-beli berselisih, maka keduanya saling  bersumpah dan 
saling menolak. 
ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن اْبِن َعْجاَلَن َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد اللَِّو َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل قَ  ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة َحدَّ اَل َرُسوُل اللَِّو َحدَّ
َعاِن فَاْلَقْوُل قَ ْوُل اْلَبائِِع َواْلُمْبَتاُع بِاْلِخَياِر قَاَل أَبُو ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا اْختَ لَ  َف اْلبَ ي ِّ
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اْبِن َمْسُعوٍد َعْن ُمْرَسٌل َعْوُن ْبُن َعْبِد اللَِّو َلْم يُْدِرْك اْبَن َمْسُعوٍد َوَقْد ُرِوَي َعْن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن 
ْبُن َمْنُصوٍر  نَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َىَذا اْلَحِديُث أَْيًضا َوُىَو ُمْرَسٌل أَْيًضا قَاَل أَبُو ِعيَسى قَاَل ِإْسَحقُ ال
ْلَعةِ  َنٌة قَاَل اْلَقْوُل َما قَاَل َربُّ السِّ َعاِن َوَلْم َتُكْن بَ ي ِّ َأْو يَ تَ َرادَّاِن قَاَل ِإْسَحُق َكَما  قُ ْلُت أِلَْحَمَد ِإَذا اْختَ َلَف اْلبَ ي ِّ
ِم ِمْن التَّاِبِعيَن قَاَل وَُكلُّ َمْن َكاَن اْلَقْوُل قَ ْوَلُو فَ َعَلْيِو اْلَيِميُن قَاَل أَبُو ِعيَسى َىَكَذا ُرِوَي َعْن بَ ْعِض َأْىِل اْلِعلْ 
ُرُه َنْحُو َىَذا ُهْم ُشَرْيٌح َوَغي ْ 40ِمن ْ  
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Ibnu 'Ajlan dari 'Aun bin Abdullah dari Ibnu Mas'ud ia 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika penjual 
dan pembeli berselisih, maka yang di terima ialah perkataan penjual dan 
pembeli memiliki hak memilih." Abu Isa berkata; Hadits ini mursal, 
'Aun bin Abdullah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Telah 
diriwayatkan juga dari Al Qosim bin Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam namun hadits ini juga mursal. Abu 
Isa berkata; Ishaq bin Manshur berkata; Aku bertanya kepada Ahmad; 
(bagaimana) Jika penjual dan pembeli berselisih namun tidak terdapat 
bukti? Ahmad berkata; Perkataan yang benar adalah perkataan pemilik 
barang atau keduanya saling mengembalikan. Ishaq berkata kurang lebih 
begini; barang siapa yang perkataannya diterima (benar) maka ia harus 
mengucapkan sumpah. Abu Isa berkata; Demikian yang diriwayatkan 





Jika keduanya berselisih sebelum pengambilan manfaat, maka keduanya 
saling bersumpah yaitu masing-masing bersumpah kepada yang lainnya. 
Karena akad ijarah adalah bagian dan jenis jual beli, maka ia tercakup dalam 
hadits ini. Jika keduanya melakukan sumpah maka ijarahnyadianggap batal 
(fasakh). Tetapi jika salah satunya menolak untuk bersumpah maka ia wajib 
melakukan apa yang ada atas dirinya. Jika masing-masing memberikan bukti 
atas dakwaannya maka jika perselisihannya dalam masalah imbalan maka bukti 
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orang yang menyewakan lebih utama untuk diterima karena bukti tersebut 
menetapkan adanya tambahan upah. 
Jika permasalahannya dalam masalah barang yang termanfaatkan. Maka 
bukti Penyewa lebih utama untuk diterima karena bukti itu menetapkan adanya 
tambahan manfaaat. Adapun jika permasalahan kedua pelaku akad terjadi 
setelah Penyewa mengambil sebagian manfaat, seperti telah menempati rumah 
yang disewakan selama separuh waktu sewa atau telah menunggangi binatang 
tunggangan yang disewa sejauh setengah jarak perjalanan, maka perkatan yang 
dibenarkan adalah perkataan Penyewa (dalam masa sewayang telah berlalu) 
yang disertai dengan sumpahnya. Sedangkan dalam masa yang tersisa maka 
keduanya saling bersumpah dan akadnya dianggap batal (fasakh). Karena 
tercapainya akad atas manfaat ini terjadi setahap demi setahap dengan 
penggunaan manfaat yang muncul setahap demi setahap.  
Oleh karena itu setiap dari bagian-bagian manfaat itu menjadi ma’quud 
alaih dengan akad permulaan. Sedangkan waktu dan jarak yang tersisa 
dijadikan sebagai ma’quud alaih yang tersendiri dengan akadnya saling 
bersumpah dalam hal yang tersisa tersebut.Sedangkan jika perselisihan 
keduanya terjadi setelah habis masa ijarah atau setelah sampai pada jarak yang 
disepakati dalam akad.Maka keduanya tidak saling bersumpah dan perkataan 
yang dibenarkan adalah perkataan Penyewa dalam masalah besarnya imbalan 








8. Berakhirnya Akad Ijarah 
Berakhirnya ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
terdapat dalam pasal berikut ini: Pasal 320 Bahwa ijarah berakhir dengan 
berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad. 
Pertama, ijarah habis menurut ulama Hanafiyah seperti yang kita 
ketahui dalam pembahasan sifat ijarah dengan meninggalnya salah satu pihak 
pelaku akad. Hal itu karena kewarisan berlaku dalam  barang yang ada dan 
dimilki. Selain itu karena manfaat dalam ijarah itu terjadi setahap demi setahap, 
sehingga ketika muwarrits (orang yang mewariskan) meninggal maka 
manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya dan 
sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu akad 




Sedangkan menurut Jumhur Ulama akad ijarah tidak batal (fasakh), 
dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Karena akadnya, akad lazim 
(mengikat) seperti jual beli bahwa Penyewanya memiliki kepemilikan yang 
lazim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan 
darinya. Akan tetapi akad ijarah dapat batal dengan meninggalnya perempuan 
yang menyusui atau bayi yang disusui, karena hilangnya manfaat, disebabkan 
hilangnya manfaat dari sumbernya (rusaknya), yaitu perempuan yang 
menyusui. 
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Kedua, ijarah juga habis dengan adanya pengguguran akad (iqalah) hal 
itu karena akad ijarah adalah akad mu’awadhah (tukar-menukar) harta dengan 
harta maka yang memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli. Ketiga, 
ijarah habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik seperti 
rumah/binatang tunggangan yang spesifik dengan rusaknya barang yang 
dijadikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan 
karena tidak mungkin mengambil ma’quud alaih (manfaat) setelah barang atau 
hewan yang ditunggangi kemudian penyewa menerima binatang 
tunggangannya tersebut. 
Ibnu Abidin menambahkan penyewa memiliki hak membatalkannya 
tampa kehadiran orang yang menyewakan jika seluruh rumah yang disewakan 
hancur. Akad ijarah ini tidak batal. Selama ia tidak membatalkannya. Ini adalah 




Keempat, ijarah habis dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali 
karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan tampa batas tertentu. 
Maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya tersebut.  
Oleh karenanya akad ijarah menjadi batal dengan sebab habisnya masa 
ijarah kecuali jika disana terdapat uzur (halangan) seperti masa ijarah dan 
tanah yang disewa. 
 






A. Lokasi  dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang 
Lawas Utara lokasi tersebut berada di Kelurahan Pasar Gunung Tua peneliti pilih 
karena di Kelurahan Pasar Gunung Tua terjadi cukup banyak ijarah yang 
menyimpang dari konsep Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti tertarik dan lebih 
mudah untuk mendapatkandata langsung tersebut tentang akad yang dilakukan 
oleh Penyewa dan Pemilik dalam akad sewa menyewa rumah tersebut yang terkait 
dengan Pemanfaatan sewa lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan 
Padang Bolak. Adapun waktu penelitian ini adalah pada bulan Februari 2018 
sampai dengan bulan Mei 2018. 
B. Jenis penelitian  
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan 
(field research) berbentuk kualitatif bahwa datanya dalam keadaan sewajarnya 
atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah bentuk simbol-simbol dan 
bilangan. Penelitian ini Peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang 
ada dilapangan tampa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.  
Penelitian yang mencari data secara langsung kelapangan dalam hal ini 
terhadap, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah TentangPemanfaatan 
Sewa Lahan (Studi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang 







C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Adapun isi dari data tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 
langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data 
primer dalam penelitian ini yaitu pemilik rumah dan penyewa rumah. 
Data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji yakni informasi 
permasalahan pemanfaatan sewa lahan yang telah disewakan di Kelurahan 
Gunung Tua Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.  
Data tersebut antara lain diperoleh dari:  
a. Pemilik  : Amir dan Lina 
b. Penyewa  : Samsul dan Sinta 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian 
pustaka seperti: 
a) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran, Sunnah, dan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 
b) Bahan hukum sekunderini bersifat memberikan penjelasan mengenai hukum 
primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil 







pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. 
Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang 
mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. 
D. Tekhnik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang 
diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang 
dihasilkan dari data empiris.Adapun untuk data empirik, peneliti menggunakan 
beberapa metode, yaitu: 
1. Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dan pencatatan secara 
sistematika terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
1
 Berdasarkan 
defenisi tersebut Peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara 
sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat 
fenomena-fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara langsung  
“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa 
Lahan (Studi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak 
Kabupaten Padang Lawas Utara). Peneliti melakukan observasi yang akan 
menjelaskan bagaimana terjadinya ijarah dan penyebab terjadinya perselisihan. 
Ijarah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
terjun langsung kelapangan untuk menelitinya. 
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Observasi yaitu metode yang digunakan melalui pengamatan yang 
meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 
menggunakan keseluruhan alat indra. Data yang dihimpun dengan teknik ini 
adalah hasil pengamatan proses Sewa Menyewa Rumah terhadap Pemanfaatan 
Sewa Lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak 
Kabupaten Padang Lawas Utara. 
2. Interview Atau Wawancara 
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, 
instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
Wawancara (interview), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau 
lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subyek atau 
sekelompok subyek penelitian untuk menjawab.
2
 Untuk itu penelitian yang 
dilakukan dalam mencari data dan informasi bertujuan memperoleh data 
tentang masalah ijarah di atas.
3
 
Penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara 
yang dilakukan secara bebas dalam arti responden  diberi kebebasan menjawab 
akan tetapi dalam batas batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan 
wawancara yang telah disusun tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi 
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Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. 
Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
wawancara dengan non terstruktur yang melakukan serangkaian komunikasi 
atau tanya jawab langsung dengan Amir, Sinta, Anna, Fatimah, Kiki, Cahaya. 
Mereka adalah Informan dari penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan 
Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. 
Untuk melengkapi isi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang “Tinjauan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan (Studi 
di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang 
Lawas Utara)”. Adapun yang di wawancarai Penulis secara langsung adalah 
dengan sumber data yaitu Pemilik sewa dan Penyewa rumah yang melakukan 
akad ijarah tersebut. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk  mencari 
data-data otentik yang  bersifat dokumen, baik data itu berupa catatan harian, 
memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen 
di sini adalah data atau dokumen yang tertulis. Teknik ini digunakan untuk 
mengungkap data tentang, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan 







E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 
ke dalam suatau pola, kategori dan uraian dasar. Proses Analisis data dimulai 
dengan menelah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber 
seperti, wawancara dan literatur-literatur yang ada. Setelah dipelajari secara 
mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan 
sesuai dengan pembahasan. Dalam peneltian ini setelah data lengkap terkumpul 
langkah selanjutnya adalah mengadakan pengelolahan analisis data. Data yang 
diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam 
penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan 
makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.
4
 
Adapun analisis data deskriftif yaitu menggambarkan secara sistematis 
tentang analisa fiqh terhadap “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan (Studi di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)”. Adapun teknik  data 
dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara.
5
 Teknik 
yang biasa dikaitkan dengan  metode kualitatif.
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Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai 
subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok 
subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.
7
 
Untuk menganalisa data-data yang diperoleh, peneliti menggunakan 
metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, 
yaitu: cara metode deduktif yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari 
kejadian-kejadian. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan 
yang bersifat umum. 
a. Analisis Data 
Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke 
dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan 
tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan 
data.Untuk menganalisis data, penelitian ini, peneliti  menggunakan metode 
analisis deskriptif yaitu menyajikan danmenganalisis fakta secara sistematik 
sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang 
dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari 
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Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis 
data secara induktif, karena:  
1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang 
terdapat dalam data; 
2. Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi 
eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel; 
3. Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat 
keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar 
lainnya; 
4. Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang 
mempertajam hubungan-hubungan; 
5. Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai 
bagian struktur analitik. Dalam hal ini peneliti menganalisis tentang 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah terhadap, Tinjauan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di Kelurahan 













F. Teknik Uji Keabsahan Data 




a. Perpanjangan Keikutsertaan  
Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan 
kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti kembali kelokasi 
penelitian untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang 
pernah ditemui ataupun belum, hal ini akan menambah fokus penelitian yang 
mungkin ada yang dirahasiakan sehingga akan memunculkan data yang 
sebenarnya. 
b. Ketekunan Pengamatan 
Hal ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pegecekan 
kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga 
dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan 
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Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian 
triangulasi dapat disimpulkan sebagai tehnik pengumpulan data dan waktu 
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A. Gambaran Umum Kelurahan Pasar Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas 
Utara 
1. Letak Geografis 
Wilayah Kelurahan Pasar Gunung Tua berada diwilayah Kecamatan 
Padang Bolak terletak di Kota Gunung Tua dengan batas wilayah  Kelurahan 
Pasar Gunung Tua sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Tua Julu dan Desa Purba 
Sinomba. 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Saba Bangunan 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Tua Tonga 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hambiri.1 
Pada tahun 1980 resmi menjadi Kelurahan Pasar Gunung Tua. Kelurahan 
Pasar Gunung tua mempunya tujuh lingkungan antara lain: 
1. Linkungan I Pasar Gunung Tua daerah Balakka  Na Onom dan sekitarnya. 
2. Lingkungan II Pasar Gunung Tua daerah Kantor Koramil dan sekitarnya. 
3. Lingkungan III Pasar Gunung Tua Daerah Kampung Karet Gunung Tua. 
4. Lingkungan IV Pasar Gunung Tua Daerah Masjid Raya Pasar Gunung Tua 
dan Sekitarnya. 
5. Lingkungan V Pasar Gunung Tua Daerah Simpang Mandala Sena, Gang 
Ikhlas dan Sekitarnya. 
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6. Lingkungan VI Pasar Gunung Tua daerah SD 5 dan sekitarnya. 
7. Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Daerah Kampung Banjir dan Sekitarnya. 
Kelurahan Pasar Gunung Tua mempunyai tujuh lingkungan, luas wiyah 
Kelurahan Pasar Gunung Tua mempunyai luas wilayah 1200 Ha. Berikut data 
penggunaan lahan: 
a. Luas lahan yang terbangun   : 780 Ha 
b. Luas lahan yang non terbangun : 420 Ha 
Lahan terbangun terdiri dari pemukiman penduduk, perdagangan jasa, 
perkantoran, lapangan, gedung masjid. Lahan non terbangun terdiri dari sungai, 
irigasi, kebun karet, kebun sayur-sayuran, kuburan, dan empang. 
Kelurahan Pasar Gunung Tua terletak pada ketinggian 200 m 
permukaan laut, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim 
hujan. Mata pencaharian penduduk setempat adalah berkebun, beternak, 
bertani, pedagang dan PNS. Perekonomian masyarakat Kelurahan Pasar 
Gunung Tua banyak yang mencolok terutama PNS dan pedagang. 
2. Data Kependudukan Dan Mata Pencaharian  
Penduduk Kelurahan Pasar Gunung Tua berjumlah 14.700 jiwa yang 
terdiri dari 5.200 laki-laki dan 9.500 perempuan yang tersebar pada 12.760. 
Kepala Keluarga untuk lebih jelas dan lebih terperinci diklarifikasikan jumlah 









Penduduk Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis kelamin Jumlah Persen (%) 
1 Laki-laki 5.200 31,70% 
2 Perempuan 9.500 68,30% 
Jumlah 14.700 100% 
Sumber: Jumlah Penduduk Kelurahan Pasar Gunung Tua
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Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah penduduk di Kelurahan Pasar 




Keadaan masyarakat kelurahan pasar Gunung Tua ditopang oleh hasil 
pertanian, persawahan dan peternakan. Adanya masayarakat di suatu wilayah 
juga sangat mempengaruhi keberhasilan program-program pemerintah hingga 
dapat memberikan pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. 
Keadaan ekonomi masyarakat kelurahan pasar gunung tua juga ditopang 
oleh sumber-sumber lainnya yaitu: PNS, Petani, Peternak, Penjahit, Wiraswasta, 
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Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Pasar Gunung Tua 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 Petani 4600   orang 
2 Pedagang 2800   orang 
3 Peternak   180   orang 
4 Tukang Batu     25   orang 
5 Penjahit   150   orang 
6 PNS   450   orang 
7 Polisi dan TNI 1500   orang 
8 Lain-lain 1500   orang 
9 Beluk bekerja/tidak bekerja   200   orang 
 
B. Pemanfaatan Sewa Lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Pemanfaatan sewa lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua dapat 
disimpulkan bahwa akad ijarah yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa terjadi 
wanprestasi, pemilik memberi izin kepada penyewa untuk mendirikan bangunan 
non permanen disamping rumah (pondok) sebagai tempat duduk. Pemilik meminta 
kepada penyewa bayaran tambahan dari bangunan tersebut. Terjadinya sewa 
menyewa karena adanya kesepakatan antara dua belah pihak yaitu Penyewa dan 
Pemilik. Perjanjian yang dilakukan penyewa dengan pemilik menyebabkan adanya 
perselisihan dari bangunan yang didirikan oleh Penyewa dan Pemilik meminta 
tambahan bayaran dari bangunan yang didirikan Penyewa. Penyewa menolak 
memberikan tambahan bayaran dari bangunan tersebut karena Penyewa 
menganggap hal itu tidak ada dalam perjanjian dan Pemilik telah melakukan 







perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu meminta tambahan bayaran sewa atas 
bangunan yang didrikan penyewa.   
Hal ini didasarkan dari pernyataan Bapak Amir,
3
 tentang sewa menyewa 
yang mereka lakukan dengan Penyewa. Pemilik menyewakan rumah dan 
pekarangannya kepada Pemilik dengan harga Rp. 7.000.000 menyatakan kepada 
Penyewa boleh mendirikan apapun dan dimanfaatkan tanah pekarangan yang 
kosong tersebut. Bahwa mereka berjanji Penyewa boleh mendirikan bangunan 
disamping rumah tersebut. Ketika bangunan tersebut didirikan Pemilik meminta 
bayaran tambahan dari bangunan tersebut. Bapak Amir meminta bayaran sewa 
tambahan dari bangunan tersebut karena tambahan dari usaha dan disamping itu 
juga memakai pekarangan pemilik yang dipakai oleh si Penyewa untuk tempat 
parkir pelanggannya. Pekarangan yang dipakai oleh Penyewa sebagai lahan parkir 
untuk pelanggannya dan itu membuat keluarga Pak Amir merasa dirugikan oleh 
Penyewa. Ketika penyewa tidak mau membayar sewa tambahan, maka  pemilik 
rumah meminta si Penyewa untuk pindah. 
Menurut Ibu Sinta, ia menyatakan sewa menyewa yang ia lakukan dengan 
penyewa dalam akadnya mereka berjanji. Bahwa Ibu Sinta boleh bertempat tinggal 
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 Bapak Amir, Pemilik Rumah Dan Pekarangan Di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan 
Padang Bolak, Wawancara Pribadi, 8 September 2018. 
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Ibu Sinta Siregar, Penyewa Rumah Dan Pekarangan Di Kelurahan Pasar Gunung Tua 







Ibu Sinta mengatakan bahwa mereka sepakat mendirikan bangunan untuk 
tambahan tempat duduk pelanggan ibu Sinta dan selama ibu Sinta menyewa ia 
boleh menggunakan semua pekarangan pemilik (bapak Amir) tetapi itu tidak 
terjadi seperti apa yang telah disepakati di perjanjian awal. 
Ibu Sinta juga tidak memperpanjang masalah ini, karena keluarga ibu sinta 
orang pindahan ke Kelurahan Pasar Gunung Tua, ia juga tidak ingin membuat 
masalah, ia merasa jika ia mengadukannya kepada pihak yang berwajib, biaya 
yang ia yang akan ia tanggung lebih banyak dibandingkan perkara yang 
diajukannya. 
Pemilik memaksa Penyewa untuk membayar bangunan tambahan 
bangunan dari usaha Penyewa. Sedangkan Penyewa bersikukuh tidak mau 
membayar uang tambahan sewa dari bangunan yang didirikan Penyewa.Karena hal 
tersebut tidak ada didalam akad yang mereka perjanjikan. Perbedaan pemahaman 
antara Penyewa dengan Pemilik yang sedemikian terjadi ketidaknyamanan 
diantara masing-masing pihak. Perlakuan pemilik juga membuat pelanggan 
penyewa tidak nyaman untuk makan di warung tersebut. 
Ibu Sinta dan keluarga harus pergi dari rumah tersebut. Ibu Sinta 
mengatakan karena kami belum satu tahun di rumah yang disewa. Ia pun meminta 
kepada pemilik uang ganti rugi. Pemilik tak menerima saran dari ibu Sinta. Ibu 
Sinta akhinya pindah dari rumah tersebut karena daganganya terganggu.bahkanibu 
sinta merasa terganggu karena pelanggannya sering kecipratan air doorsmeer milik 







Menurut pandangan Bapak Martua
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 sewa menyewa adalah suatu akad yang 
dilakukan dengan iktikad baik dan adanya waktu dan pembayaran yang sesuai. 
Pemilik dan penyewa yang melakukan perikatan.Sebagaimana kita dapatkan 
rumah yang disewa tersebut seperti itu pulalah ditinggalkan.Jika yang disewakan 
rumah dan pekarangannya, lahan pekarangan tersebut bisa dimanfaatkan oleh 
Penyewa. Bangunan yang didirikan diatasnya harus bangunan yang bukan 
permanen atau bisa di bongkar saat Penyewa pindah dari tempat yang disewa. 
Bangunan tersebut juga harus terbuka atau tempat duduk santai bagi pelanggan 
yang akan datang karena jika bangunan itu tertutup, pandangan masyarakat 
negatif. Untuk usaha makan yang penyewa dirikan. Jika dalam perjanjian sewa 
menyewa tersebut ada tambahan bayaran bangunan, maka harus dibayar, jika tidak 
dalam perjanjian maka Pemilik tidak berhak meminta bayaran tambahan dari 
bangunan yang didirikan penyewa. Karena perjanjian mereka boleh penyewa 
mendirikan bangunan dipekarangan yang disewa. Penyewa juga tidak berhak 
meminta uang sewa dengan alasan, masa sewa belum habis, karena penyewaan 
sampai masa waktu habis, jika penyewa pindah belum habis masa sewanya itu 
risiko oleh penyewa. Perjanjian yang dilakukan oleh penyewa dengan pemilik 
tidak terjalin dengan baik, pemilik juga mengingkari kesepakatan mereka. 
Menurut pandangan Pak lurah  Kelurahan Pasar Gunung Tua, H. Zulkifli 
Abdullah Siregar. Sewa menyewa adalah iktikad baik yang dilakukan oleh 
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penyewa dan pemilik dalam akad perjanjian sewa rumah dan pekarangan dengan 




Jika pemilik memberikan izin mendirikan pondok tersebut untuk dijadikan 
sebagai tambahan tempat duduk pelanggan itu baik. Jika mereka bersepakat diawal 
penyewa boleh mendirikan apapun untuk tambahan usahanya lalu pemilik 
mengingkari janjinya dengan meminta tambahan bayaran. Sementara Penyewa 
menyatakan selama mereka menyewa di rumah yang disewakan tidak ada meminta 
tambahan bayaran karena rumahnya telah disewa dengan uang sewa sebesar 
Rp.7.000.000. 
Jika perselisihan terjadi diantara mereka, maka harus adanya pembuktian, 
jika tidak ada pembuktian diperlukan saksi untuk membuktikan pernyataan dari 
pemilik. Jika penyewa mendirikan bangunan disamping atau disekitar rumah 
tersebut. Penyewa berhak mendirikan bangunan selama penyewa tidak 
mengurangi dan merusak bentuk dari barang atau tempat yang disewa. Karena 
dalam Hukum Perdata pun diatur tentangpembuktian. 
Untuk mengadilinya di pengadilan, jika ingin menuntunya harus ada 
pembuktian. Misalnya kwitansi pembayaran dan perjanjian tertulis antara pemilik 
dan penyewa. Karena dalam hukum Islam lebih mengutamatakan penyewa, 
sehingga perselisihan terjadi karena tidak adanya bukti kuat.  
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Menurut Pak Aminuddin menyatakan banyaknya masyarakat Kelurahan 
Pasar Gunung Tua melakukan transaksi akad sewa menyewa (Ijarah). Menurut 
pandangan Pak Aminuddin sewa menyewa suatu perikatan yang dilakukan dua 
belah pihak maupun lebih.
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 Jika yang disewakan rumah dan pekarangannya, lahan 
pekarangan tersebut bisa dimanfaatkan oleh Penyewa. Bangunan yang didirikan 
diatasnya harus bangunan yang bukan permanen atau bisa di bongkar saat 
Penyewa pindah dari tempat yang disewa. Bangunan tersebut juga harus terbuka 
atau tempat duduk santai bagi pelanggan yang akan  datang karena jika bangunan 
itu tertutup, pandangan masyarakat negatif. Untuk usaha makan yang penyewa 
dirikan. Jika dalam perjanjian sewa menyewa tersebut ada tambahan bayaran 
bangunan, maka harus dibayar, jika tidak dalam perjanjian maka Pemilik tidak 
berhak meminta bayaran tambahan dari bangunan yang didirikan penyewa.Karena 
perjanjian mereka boleh penyewa mendirikan bangunan dihan pekarangan yang 
disewa. 
Penyewa juga tidak berhak meminta kembali uang sewanya  dengan alasan, 
masa sewa belum habis, karena penyewaan sampai masa waktu habis, jika 
penyewa pindah belum habis masa sewanya itu resiko oleh penyewa. Perjanjian 
yang dilakukan oleh penyewa dengan pemilik tidak terjalin dengan baik, pemilik 
juga mengingkari kesepakatan mereka. 
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Jika yang terjadi suatu perselisihan karena adanya wanprestasi atau ingkar 
janji dan memaksakan kehendak terhadap penyewa hal itu tidak benar dan salah. 
Hal tersebut menyebabkan adanya perselisihan. Karena jika terjadi hal tersebut 
dapat merugikan semua pihak dan dalam Hukum Islam disebut mendzolimi orang 
lain. 
Jika keduanya berselisih, dalam Hukum Islam jika terjadi perselisihan 
maka yang diutamakan pernyataan penyewa. Karena akad ijarahadalah bagian dan 
jenis jual beli, maka ia tercakup dalam hadis ini. Jika keduanya melakukan sumpah 
maka ijarahnya dianggap batal (fasakh). Tetapi jika salah satunya menolak untuk 
bersumpah maka ia wajib melakukan apa yang ada atas dirinya. 
Menurut  pandangan Ibu Anna
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 sewa menyewa mereka sepakat penyewa 
boleh menempati dan membangun pondok kecil sebagai tambahan untuk 
pelanggan duduk santai. Lalu tiba-tiba berapa bulan kemudian tidak boleh lagi di 
samping rumah, bangunan yang didirikan penyewa dan pemilik memaksa kepada 
penyewa untuk membayar uang tambahan dari bangunan itu. Jika tidak silahkan 
bongkar dan pindah dari tempat dari rumah sewa tersebut. Pelanggan yang datang 
juga tidak merasa nyaman lagi untuk makan ditempat tersebut karena pemilik 
sering menyiram pelanggan yang makan diwarung tersebut dengan alasan tidak 
sengaja. Sehingga penyewa pun sudah tidak merasa nyaman.  
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 bahwa penyewa juga merasa tidak nyaman lagi untuk 
tetap ditempat yang disewa tersebut, karena perbuatan pemilik yang semena-mena 
kepada penyewa, Bu Siti sering menyaksikan perbuatan Pemilik kepada pelanggan 
penyewa yang disemprotkan air dan desakan Pemilik tentang tambahan bayaran 
bangunan tersebut. Perselisihan mereka terjadi karena adanya bangunan tersebut 
yang didirikan penyewa dan tidak menambah bayaran dari bangunan tersebut. 
Penyewa tidak pernah mengadu kepada kepala lingkungan disana karena takut 
bermasalah. Penyewa juga baru pindah dari tempat lain. 
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemanfaatan Sewa 
Lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah adalah sewa barang 
dalam jangka waktu tempo dan pembayaran yang disepakati bersama. Setelah 
terjadinya akad ijarah maka keduanya akan menyepakati masa sewa dan 
pembayaran. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun ijarah terbagi empat: 
adanya mu’ajir, musta’jir, ma’jur dan akad. Akad adalah suatu perikatan yang 
dilakukan oleh dua orang maupun lebih terhadap suatu objek yang disepakati. 
Al.quran menjelaskan tentang akad atau perjanjian dalam al.Qur’an surah al. 
maidah ayat 1. 
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                           
                         
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 





Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat ijarah penggunaan 
barang yang disewakan harus tercantum dan jelas agar tidak terjadi perselisihan 
dan kesalahpahaman dikemudian hari. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka 
akad ijarahnya batal. 
Islam mengajarkan kepada istilah ijarah yang maknanya sewa menyewa 
dengan adanya perjanjian lisan maupun tulisan dengan iktikad baik untuk 
menjalankan perjanjian tersebut. Selama perjanjian tersebut tidak menyalahi ajaran 
syariat Islam. 
Sewa menyewa merupakan bentuk dari salah satu perjanjian yang terdiri 
dari dua pihak yaitu pihak Penyewa dan pihak yang menyewakan. Perjanjian pada 
pokoknya mengatur hubungan dimana kedua belah pihak saling mempunyai 
prestasi secara timbal balik, sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari 
masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.  
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Sengketa sewa-menyewa ini dapat timbul karena adanya wanprestasi atau 
ingkar janji didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal:
11
 
Pasal 36 Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena 
kesalahannya: a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) 
Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) 
Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau d) Melakukan sesuatu 
yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pasal 37 yaitu: Pihak dapat 
melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta 
sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri 
menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya 
waktu yang ditentukan.  
Pasal 38 Bahwa Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat 
dijatuhi sanksi: a) Membayar ganti rugi; b) Pembatalan akad; c) Peralihan risiko; 
d) Membayar biaya. Pasal 39 Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan 
apabila; a) Pihak yang nelakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap 
melakukan ingkar janji; b) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya 
dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; c) 
Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan 
ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan. 
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perselisihan karena 
adanya wanprestasi atau ingkar janji dalam akad yang mereka lakukan. 
Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah terdapat pada pasal 36 ayat 4 yang berbunyi:  Melakukan sesuatu yang 
menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  
Menurut pasal diatas dapat dijelaskan, jika salah satu pihak yang 
melakukan akad melanggar perjanjiannya. Dimana Pemilik melakukan perjanjian 
dengan Penyewa. Bahwa Penyewa boleh mendirikan bangunan di pekarangan 
rumahnya dan disamping itu juga pekarangan yang kosong lainnya sebagai tempat 
parkir pelanggan si Penyewa.Akan tetapi penyewa menolak membayar tambahan 
bayaran sewa disisi lain penyewa menganggapmenganggap pemilik telah 
melakukan wanprestasi (ingkar janji) yaitu melakukan sesuatu menurut perjanjian 
tidak boleh dilakukan yaitu meminta tambahan bayaran sewa atas bangunan yang 
didrikan oleh Penyewa.  
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 ayat 1 yang 
berbunyi: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukanya. Pasal ini 
menjelaskan bahwa pemilik telah melakukan wanprestasi, pemilik memberikan 
izin kepada penyewa, pemilik mengingkari dengan meminta bayaran kepada 









Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berakhirnya ijarah 
ditetapkan oleh akad. Jika seperti hal diatas berakhirnya ijarah tersebut karena 
uang tambahan dan bukan karena akad yang telah disepakati. Maka hal tersebut 
batal dan mengakibatkan perselisihan antara pemilik dan penyewa. 
D. Analisis Hasil Penelitian 
Hukum Ekonomi Syariah membahas tentang ijarah dan tidak ada larangan 
selama perjanjian itu terlaksana sesuai dengan yang diperjanjikan.Hukum Islam 
pun membahasnya jika dalam perjanjian terjadi perselisihan terhadap imbalan 
tentang sewa-menyewa. Pelaku Penyewa dan pemilik berselisih dikarenakan 
besarnya imbalan atau barang yang dipakai dan sebagainya dimanfaatkan 
sedangkan akad ijarah itu adalah sah, maka perselisihannya bisa terjadi sebelum 
adanya pengambilan manfaat. 
Praktek pemanfaatan sewa lahan yang terjadi adalah dimana Pemilik 
menyatakan bahwa Penyewa boleh mendirikan apapun di sekitar pekarangan 
tersebut selama ia menyewa. Pemilik juga memberikan izin boleh mendirikan 
bangunan (pondok) disekitar rumah, bangunan tersebut digunakan untuk tambahan 
duduk pelanggan yang akan makan di warung tesebut. Karena sebagai tambahan 
usaha. Namun selang beberapa bulan dan bangunan (pondok) kecil telah didirikan 
ia meminta tambahan bayaran dari bangunan yang dibangun disekitar rumah 
tersebut. Sedangkan penyewa menyatakan hal tersebut tidak ada dalam perjanjian 
awal yang telah disepakati. Pemilik memaksa Penyewa untuk membayar tambahan 







membayar uang tambahan sewa dari bangunan yang didirikan Penyewa. Karena 
hal tersebut tidak ada didalam akad yang mereka perjanjikan. Perbedaan 
pemahaman antara Penyewa dengan Pemilik yang sedemikian terjadi 
ketidaknyamanan diantara masing-masing pihak. Perlakuan pemilik juga membuat 
pelanggan penyewa tidak nyaman untuk makan di warung tersebut. 
Berdasarkan praktek pemanfaatan sewa lahan yang terjadi di Kelurahan 
Pasar Gunung Tua merupakan akad ijarah yang dilakukan Pemilik dan Penyewa 
telah merugikan salah satu pihak dalam perjanjian yang mereka lakukan.Sehingga 
terjadi perselisihan diantara mereka. Tentang bangunan yang didirikan disekitar 
rumah Pemilik yang disewa Penyewa disebabkan tambahan bayaran yang diminta 
oleh Pemilik kepada Penyewa. 
Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perselisihan diatas 
terjadi adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji. 
Pasal 36 menerangkan beberapa ayat diantaranya sebagai berikut: Pasal 36 Pihak 
dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) Tidak 
melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) Melaksanakan apa yang 
dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c) Melakukan apa yang 
dijanjikannya tetapi terlambat; atau d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian 
tidak boleh dilakukan. 
Menurut pandangan peneliti permasalahan perselisihan ini diatur dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 36 ayat (a) dan (d).ayat 







Penjelasannya, Penyewa telah melakukan ingkar janji kepada pemilik, pemilik 
menyatakan kepada penyewa boleh membangun pondok dilahan rumah yg disewa 
dengan adanya tambahan bayaran dari bangunan tersebut, dalam hal ini pemilik 
menganggap penyewa telah melakukan ingkar janji, karena dalam perjanjian yang 
mereka lakukan antara Pemilik dengan Penyewa. Penyewa boleh mendirikan 
bangunan di pekarangan rumah yang disewakan Pemilik dengan adanya tambahan 
bayaran sewa dari bangunan yan didirikan. Disisi lain pemilik menganggap 
penyewa telah melakukan ingkar janji yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan 
untuk melakukannya. 
Ayat (d) berbunyi: melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan. Hal ini menjelaskan, bahwa Penyewa telah memberi uang sewa kepada 
pemilik dan menyatakan bahwa penyewa akan mendirikan bangunan untuk 
usahanya. Penyewa menolak membayar tambahan bayaran sewa disisi lain 
penyewa menganggap pemilik telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yaitu 
melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu meminta 
tambahan bayaran sewa atas bangunan yang didirikan oleh penyewa. 
Menurut peneliti pihak pemilik rumah tidak berhak meminta tambahan 
bayaran sewa kepada penyewa, karena penyewa telah melakukan hak dan 
kewajibannya kepada pemilik. Pemilik hanya berhak meminya bayaran sewa pada 
awal perjanjian dimana yang ternasuk dalam bayaran sewa tersebut rumah dan 







selama ia menyewa dan tidak merusak apapun yang menyebabkan kerugian pada 
pemilik. 
Menurut permasalahan diatas permasalahan ini harus dibawa ke Pengadilan 
Agama untuk menentukan siapakah diantara mereka yang berbuat ingkar janji. 
Pengadilan akan menetapkan siapakah diantara mereka yang telah berbuat ingkar 
janji melalui sumpah mereka masing-masing. Jika mereka bersumpah dan masing-
masing pihak bersikukuh pada pengakuannya. Maka mereka akan diadili dalam 
ranah Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang sewa menyewa dan 
terjadinya wanprestasi atau ingkar janji. 
Menurut pandangan Peneliti, Pemilik dan Penyewa seharusnya 
membicarakan kembali akad ijarah tersebut dan tambahan bayaran dari bangunan 
yang didirikan oleh Penyewa dengan bayaran tambahan yang wajar dan tidak 
memberatkan Penyewa. Karena unsur ijarah adalah sah dalam hukum Islam dan 
Hukum Ekonomi Syariah.Manfaat dari ijarah tersebut juga meringankan dan 
membantu orang untuk mempunyai tempat tinggal dan membuat usaha, serta 
mendirikan bangunan non permanen di pekarangan rumah yang disewa walaupun 
tidak mempunyai sebidang tanah. 
Karena jika terjadi perselisihan maka keduanya harus saling bersumpah 
kepada yang lainnya. Jika masing-masing memberikan bukti atas dakwaannya  
Jika perselisihannya dalam masalah imbalan dalam masalah imbalan maka bukti 







menetapkan adanya tambahan. Jika permasalahannya dalam masalah barang yang 
termanfaatkan maka bukti penyewa lebih utama untuk diterima. 
Hal ini dijelaskan dalam Hukum Islam, jika permasalahannya tentang 
imbalan maka pemilik berhak atas penyewaannya terhadap Penyewa. Jika masalah 
barang yang termanfaatkan atau tempat, pekarangan maka yang diutamakan bukti 
dari Penyewa. Berdasarkan permasalahan diatas maka penyewa diutamakan dalam 
hal ini pekarangan yang dimanfaatkan oleh Penyewa, maka Penyewa berhak atas 























A. Kesimpulan  
Tentang Pemanfaatan Sewa Lahan di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah harus sesuai dengan akad yang diperjanjikan bersama. 
Wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa tercantum pada pasal 36 
ayat 4 yang berbunyi: melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan. Penyewa menolak memberikan tambahan bayaran dari bangunan 
tersebut karena Penyewa menganggap hal itu tidak ada dalam perjanjian dan 
Pemilik telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.  
Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk 
melakukannya. Pemilik memberi izin kepada penyewa untuk mendirikan 
bangunan non permanen disamping rumah (pondok) sebagai tempat duduk 
Pemilik dengan adanya bayaran tambahan dari bangunan tersebut. Hal ini menurut 
pemilik, penyewa telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Yaitu 
penyewa menolak memberikan bayaran tambahan tersebut.  
Apabila terjadi wanprestasi baik yang dilakukan oleh pemilik atau 
penyewa lahan maka harus dinyatakaan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) 










Semoga masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua yang melakukan akad 
ijarah terhadap pemanfaatan sewa lahan harus sesuai dengan aturan dalam Hukum 
Ekonomi Syariah. Bagi masyarakat harus mengetahui kaidah-kaidah yang sudah 
tertulis dalam Fiqh muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.Agar 
nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, terhindar dari masalah 
yang tidak diinginkan, dan bisa memahami akad ijarah dalam pemanfaatan sewa 
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DAFTAR  PEDOMAN WAWANCARA 
Daftar wawancara ini disusun untuk memperoleh data yang dibutuhkan 
dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Tinjauan Kompilsai Hukum 
Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Sewa Lahan (Studi di Kelurahan 
Pasar Gunung  Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas 
Utara). 
A. Wawancara dengan Lurah Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak 
1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung  Tua 
Kecamatan Padang Bolak? 
2. Bagaimanakah kehidupan sosial budaya masyarakat di Kelurahan Pasar 
Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak? 
3. Bagaimana sewa menyewa yang terjadi di Kelurahan Pasar Gunung Tua? 
4. Bagaimana perjanjian pemilik dan penyewa tentang hak dan kewajiban yang 
dilakukan? 
5. Bagaimana proses yang dilalui jika terjadi perselisihan? 
B. Wawancara dengan pemilik rumah atau pihak yang menyewakan  
1. Bagaimana akad yang dilakukan oleh pemilik dengan penyewa di Kelurahan 
Pasar Gunung  Tua Kecamatan Padang Bolak? 
2. Apakah perjanjian yang dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan? 
3. Berapa luaskah yang diperjanjikan oleh pemilik kepada penyewa? 
4. Berapa jangka waktu sewa rumah yang dilakukan oleh pemilik dengan 
penyewa? 
5. Bagaimana penyelesaian sewa menyewa jika terjadi wanprestasi? 
 
 
C. Wawancara dengan pihak yang menyewa rumah atau penyewa 
1. Bagaimana akad yang dilakukan oleh pemilik dengan penyewa di Kelurahan 
Pasar Gunung  Tua Kecamatan Padang Bolak? 
2. Apakah perjanjian yang dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan? 
3. Berapa luaskah yang diperjanjikan oleh pemilik kepada penyewa? 
4. Berapa jangka waktu sewa rumah yang dilakukan oleh pemilik dengan 
penyewa? 
5. Apakah biaya kerusakan ditanggung oleh penyewa sepenuhnya? 
D. Wawancara dengan Alim Ulama di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Kecamatan Padang Bolak.  
1. Bagaimana pandangan alim ulama tentang sewa menyewa rumah tersebut? 
2. Bagaimana pandangan alim ulama tentang pemanfaatan lahan dari rumah yang 
disewa? 
3. Apakah solusi yang akan diberikan Alim Ulama terhadap akad sewa menyewa 
jika terjadi perselihan diantara keduanya (Pemilik Dan Penyewa)? 
4. Apakah sewa menyewa tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam dan 
hukum ekonomi syariah? 
5. Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi? 
E. Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua 
Kecamatan Padang Bolak.  
1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang sewa menyewa rumah tersebut? 
2. Apakah masyarakat sebahagian mengetahui akad sewa menyewa yang 
dilakukan oleh pemilik dan penyewa?  
3. Apakah penyewa dengan pemilik berselisih? 
4. Bagaimana perselisihan yang terjadi antara pemilik dan penyewa? 
  
 
